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Kata Pengantar 

ILMusim itu telah berlalu, 

Matahari segera berganti, 
.Badai pasti berlalu ...... " 

Em pat tahun sudah kita berjuang dan melewati badai kehidupan 

berupa pandemi covid -19. Tragedi besar yang telah mengukir sejarah 

umat manusia. Dunia bertekuk lutut dan dibuat porak-poranda, semua 
• 

sektor kehidupan man usia berhenti. Namun Tuhan Yang Maha Kuasa tak 

membiarkan umat-NYA berjalan dalam ketakutan dan ketidakpastian, 
~ 

hanya cobaan kecil dari-NY A agar kita kembali bersatu, bergandengan 
tangan dan saling mengulurkan tangan untuk melewati bi:u;lai besar ini. 

Penggalan lagu almarhum Chrisye di atas sangat relevan sebagai 

pengantar dari penerbitan buku ini. 
t . •• .. • 

,. 
Badai pasti ber!alu! I' ' •• 

Buku ini menjadi bukti sejarah, bagi Firma Hukum kami, Martin 
\ 

Suryana & Associates (MS) maupun secara khusus bagi MS Centre for 

Law (MSCL) tentang semangat dan daya juang di tengah badai pandemi 
Covid-19 dan eksistensicpasca pandemi covid-19. Tepat pada tanggal16 

:November 2019 MSCL didirikan dengan satu tekad menjadi a.kselerator 

untuk mencapai visi dan misi di bidang pengabdian pada masyarakat 

dan penegakan hukum di Indonesia. Walaupun langsung disambut 

dengan badai covid-19, MSCL terus berkarya dan berkiprah di tengah 
keterpurukan dan keterbatasanakibat pandemi covid-19. 

Buku dengan judul EKSISTENSI HUKUM BISNIS DI 

INDONESIA (Catatan Kritis dalam Masa & Pasca Pandemi Covid-19) 
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merupakan karya kedua dari kami. Yang istimewa dari buku ini memuat 

catatan-catatan ilmiah dan kritis justru di saat semua sektor kehidupan 

meredup bahkan padam akibat pandemi covid-19. Proses penulisan buku 

yang berisi cat~tah-catatan kritis dari para ahli di bidangnya tentu bukan 

1 kali jalan dan jadi, tetapi melalui tahapan-tahapan kritis di tengah 
kesulitan-kesulitan di berbagai bidang. Tanpa tekad kuat, semangat, dan 

pastinya kerja sama dari semua pihak, mustahil buku ini bisa 

terselesaikan dengan baik. 

Ucapan terima kasih tak .terhingga beserta apresiasi setinggi­

tingginya saya ucapkan kepada tim editor, yaitu Dr. Hwian Christianto, 
S.H., M.H. dan Dr. A. Suhartati Lukito, S.H., M.Hum. beserta seluruh 

supporting editorial board, Merry Setiawati Tantono, S.H., M.H., Chesa 

Effendi, S.H., M.H., Rizki Istighfariana. Achmadi, S.H., M.Kn., Fanny 
~ 

Gresta Nova, S.H., Yuliyati, S.H. dan tentu kepada seluruh sahabat, 

rekan, kolega, partner, senior associates, associates, dan para junior assodates 
• 

yang telah menuangkan pikiran-pikiran kritis, tenaga, dan waktu guna 

merealisasikan ''janji" kami untuk terus eksis dan berkontribusi secara 

positif di bidang pengabdian pada masyarakat dan penegakan hukum di 

Indonesia. Saya ucapkan selamat kepada MSCL yang genap berusia 4 

tahun pada 16 November 2023, dengan iringan doa serta harapan agar 
MSCL menjadi embrio institusi yang mampu berkontribusi aktif dan 

positif di bidang penegakan hukum dan menjadi wadah pengabdian 

kepada masyarakat luas yang mendambakan keadilan dan kepastian 

hukum di tengah carut marut situasi dan kondisi saat ini. 

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya juga karni haturkan 
kepada seluruh contributor yang berkenan untuk menyurnbangkan 

goresan pena, ide dan pemikiran terkait dengan catatan kritis dalam 
bidang hukum bisnis di Indonesia. Berbagai akademisi, praktisi hukum, 

pemerhati hukum dan bahkan mahasiswa berprestasi juga turut 

berpartisipasi memberikan pemikiran, sehingga semakin memberi wama 
dan "'legal insight" dari berbagai perspektif. 

Buku ini bukan bukti kesempurnaan kami, tetapi buku ini 

merupakan cermin cara berpikir kami tentang fenomena hukum yang 
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terjadi di sekitar kita, khususnya pada momen-momen bersejarah, saat 

dan sesudah pandemi covid-19. 

Hindex Animi Senno'' (cara seseorang bertutur kata menunjukkan jalan . 

pikirannya). 

~'Equum et bonum est lex legum" 
(Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum) 

Surabaya, November 2023 

• 

Dr. Martin Suryana, S.H., M.Hum. 
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I 

KUALIFIKASI PERBUATAN PIDANA AFILIATOR 
BINARY OPTION PADA PLATFORM QUOT~X 

Oleh: 
Elfina L Sahetapy 

1. Pendahuluan 

Ide penulisan yang mengangkat isu terkait Binary Option ini berasal 

dari sebuah karya ilrniah yang ditulis oleh seorang mahasiswa program 
<Magister Ilmu Hukurn, yang kemudian dikembangkan dalam tulisan ini 
(Fahmi, 2022). Diangkatnya topik ini sejalan dengan perkernbangan 
teknologi yang semakin berkembang cepat, khususnya terkait Infonnasi 

· Ele~trpnik. Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan terkait lnformasi 

Elektronik secara khusus telah dirumuskan dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 
Elektronik. Informasi elektro_nik yang semakin berkembang pesat 
membawa dampak pada kegiatan usaha finansial, memudahkan 
masyarakat untuk mengakses produk-produk keuangan, mempermudah 
transaksi, dan meningkatkan literasi keuangan (Ni Luh Wiwik Sri 
Rahayu Ginantra, 2020, hal. 13), tidak terkecuali investasi. 

Frasa "investasi" menjadi suatu hal yang umum untuk dilakukan 

mulai dari kalangan tua maupun muda. Inve~tasi yang dimaksud adalah 
penanaman uang a tau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk 
tujuan memperoleh keuntungan. Investasi berasal dari kata u invest" yang 
berarti menanam atau menginvestasik3!t uang atau modal (Danastri 
Puspitasari, 2021 ). Marakny~ model investasi baru seperti peer-to-peer 
lending (pinjam-meminjam uang berbasis teknologi), serta reksadana dan 
saham secara daring membuat pasar investasi semakin luas. Disaat 
maraknya investasi muncul satu model investasi menjadi sorotan 

masyarakat yakni trading online binary option a tau perdagangan opsi biner. 
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Binary option merupakan aktivitas menentukan. pergerakan nilai 

suatu aset dalam periode waktu tertentu yang telah dipilih melalui ~istem 
biner (Ahmad Firjatullah Hasanuddin, 2019, hal. 56), dengan menentukan 
prediksi fluktuasi harga aset acuan dalam periode waktu,_ tertentu, 

<r 

seseorang dapat meraih keuntungan sejumlah yang telah _ditentukan 
sebelumnya (fixed layout) atau kehilangan nilai sebagaimapa yang telah 
diletakkan (Eerni Kiiskinen, 2016, hal. 6-7). Bermacam-macam platform 
dari trading online binary option di Indonesia yakni Binomo, Quotex, Octa 
FX, dan olymp trade, dan sebagainya. Operasional kegiatan binary option 
tidak lepas dc;tri keterlibatan afiliator binary option. Pemaharnan terkait 
afiliator adalah sebutan bagi orang yang memprornosikan suatu produk 
kepada orang lain. Seorang afiliator umumnya memiliki kekuatan untuk 
mempengaruhi 3 orang lain agar turut menggunakan produk yang 
dipromosikannya (J3..A Emilia Natarina and Cendera Rizky Anugrah 
Bangun, 2019). · 

Binary ' option di Indonesia semakin marak setalah banyak 
masyarakat tergiur dengan promosi yang dilakukan oleh afiliator. 
Banyak orang awam yang belum mengetahui dan memahami tentang 
binary option. Mereka mengikuti trading online tersebut semata-mata 
hanya ingin mendapatkart keuntungan. Pada kenyataannya mereka 
tidak di berikan penjelasan dengan baik oleh Afiliator bagaimana cara 
bermain trading online binary option yang mengakibatkan banyak 
masyarakat yang menjadi korban penipuan dari trading tersebut. 
Menghadapi masyarakat yang mengalarni kerugian akibat afiliator yang 
memberikan informasi tidak benar dalam kegiatan binary option, maka· 
Bappebti. (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) telah 
rnenutup 93 situs trading online binary option dikarenakan aplikasi binary 
option saat ini tidak memiliki legalitas di indonesia. Jika terjadi 
perselisihan antara nasabah dan penyedia, Bappebti selaku regulator di 
bidang perdagangan berjangka tidak dapat mernfasilitasi nasabah untuk 
melakukan mediasi (Muhammad Bagas Haidar, 2022). 

T ulisan ini akan mengangkat dan menganalisa suatu permasalahan 
apakah perbuatan afiliator yang memberikan informasi tidak benar atau 
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menyesatkan pada masyarakat untuk rnengikuti trading online binary 
option pada platfrom Quotex dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak 
pi dana. 

2. 
2.1. 

Pembahasan 
.. 

Pemberian Informasi yang Tidak Benar oleh A£:iliator Trading 
Online Binary Option melalui Platform Quotex yang Dapat 
Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana 

Di indonesia, sis tern kerja dari binary option tidak memiliki legalitas 
hukum atau belum ada peraturan yang mengatur tentang binary option. 
Namun sarigat sering dihubungkan dengan sistem yang digunakan 
untuk transaksi perdagangan berjangka (Futures Trading). Perdagangan 
berjangka di Indonesia adalah legal dengan adanya "Undang-Undang 
Nomor 32 Tahuri. 1997 sebagaimana yang diubah dengan Undang-

~ 

Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka 
Komoditi" .. Semua hal yang berhubungan dengan transaksi komoditi 

<I 

dengan penarikan hutang dan dengan penyelesaian kemudian 
berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau 
kontrak derivatif lainnya disebut sebagai perdagangan berjangka 
komoditi. Komoditi adalah segala hal berupa produk yang bentuknya 
seperti barang, jasa, hak dan 40 kepentingan lainnya, a tau/ dan derivative 
dari komoditi, dan bisa diperdagangkan dan menjadi subjek dari sebuah 
kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/ a tau kontrak derivatif 
lainnya (Dzakhirotul Mufidah dan Hendra Setiawan, 2022). 

Kontrak Berjangka merupakan salah satu jenis kontrak untuk 
melakukan beli atau jual terhadap komoditi yang satuannya adalah jenis, 
kualitas, tempat; dan waktu untuk melakukan penyerahan di kemudian 
hari seperti yang sudah ditentukan dalam kontrak yang diperjualbelikan 
di bursa berjangka. Pemerintah juga telah mengatur mengenai komoditi 
ini, yaitu dalam Pasal 1 Peraturan Bappebti No. 3 Tahun 2019 tentang 
Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak 

· Derivatif Syariah, dan/ a tau Kontrak Derivatif Lainnya yang 
Diperdagangkan di Bursa Berjangka, mengenai Komoditi sudah diatur 

didalamnya yaitu yang bisa dikatakan subjek kontrak berjangka dan 
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tidak terdapat Binary option didalamnya. Akan tetapi jika melihat pada 
Pasal 3 Peraturan Bappebti a quo, ada indeks saham, emas, mata uang ·. 
asing, dan saham tunggal asing, namun pada Pasal 4 peraturan a quo. 

Kepala Bappebti harus memberikan persetujuan terlebih dahulu ba:r~ 
kemtidian komoditi tersebut dapat diperdagangkan. 

Berdasarkan peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2019, pada Pasal 
1 mencantumkan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak 
berjangka dan didalarrmya kegiatan binary option tidak termasuk untuk 
dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Selain itu melihat pada Pasal 
3, komoditi lain yang dapat dijadikan subjek adalah meliputi "a. indeks 

saham, b. indeks emas, c. mata uang asing, dan d. saham tunggal asing." 
Dengan demikian jika mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 
2011 tentang perubahan ah_ts Undang-Undang Nomor 32 tahun 1997 

tentang Perdagangan Berjangka. Komoditi, opsi biner bukan termasuk 
dalam komoditi yang dapat diperdagangkan. 

2.2. Ruang Lingldlp Trading Online Binary Option 

Trading online Binary Option atau dalam bahasa Indonesia diartikan 
sebagai perdagangan opsi biner secara online adalah prediksi pergerakan 
suatu aset oleh pemain (dalam hal ini investor) apakah harga atau nilai 
suatu aset tersebut akan bergerak naik atau turun menggunakan sistem 
biner dalam periode waktu tertentu. Salah satu jenis investasi yaitu binary 
option, yang dilakukan melalui p111iform berbasis online contohnya Quotex 

dan Binomo . . Quotex merupakan perusahaan platfonn broker dengan 
sistem binary option, dengan kegiatan atau permainan yang dimainkan 
seolah-olah menyerupa\ trading atau jual beli aset mat'a uang asing a tau 
val uta asing dan Crypto Curency / mata uang digital seperti bitcoin, 
etherium. Cara penggunaannya harus menjadi anggota atau pengguna 
yang mendaftar di Quotex. Awalnya pengguna melakukan deposit ke 
virtual account melalui akun member Quotex. Selanjutnya pengguna dapat 

memilih produk yang dapat dimainkan, dimana Quotex menyediakan 
chart grafik untuk menganalisis. Dilanjutkan dengan pengguna memilih 
besaran dana. dan memilih batas waktu yang ditentukan dalam platform 
ini misalnya 1 menit atau 1 hari. Apabila pengguna memilih harga 
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tersebut akan naik dan pada waktu yang ditentukan harga terse but naik 

maka pengguna akan mendapatkan keuntungan 80% dari nilai .yang. 
dimainkan pengguna. Namun sebaliknya, jika ternyata harga dibawah · 

ya~g ditentukan pengguna maka pengguna akan kehilangan uang dari 
dana yang dimainkan. Istilah opsi biner adalah kesepakatan dimana trader 
selaku pengguna memilih an tara 2 ( dua) opsi pada aset yang ~dipilih 
selarna periode waktu yang telah ditentukan. Opsi sendiri merupakan 
sebuah instrumen keuangan derivatif yang terdiri dari dua transaksi 
yaitu membuka sebuah perdagangan dan menutup sebuah perdagangan 

sebagai hasil dari pe.menuhan dimana trader menerima pendapatan a tau 
mengalami kerugian dari nominal perdagangan (Olymp Trade). 

Yang kedua, opsi biner merupakan produk perkembangan 
teknologi dibidang keuangan yang keberadaannya dinilai relatif baru. 
Munculnya opsi biner terjadt di sekitar tahun 1974 berawal di kota 
Chicago Amerika Serikat. Ketika Pertukaran Opsi Dewan Chicago 
(CBOE) diluncurkan pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami 
hipotek supra krisis yang mengakibatkan runtuhnya keuangan negara 
saat itu. Berbagai badan yang dianggap sebagai simbol stabilitas 
bangkrut, diantaranya adalah lemha brothers dan bear stearns. Adanya 
situasi yang mendesak menyebabkan para 'investor melakukan inovasi 
dimana diperlukan adanya pilihan investasi yang memiliki resiko rendah 
dan saat itulah perdagangan binary option dihadirkan. Secara historis, 
transaksi binary option hanya dapat dilakukan melalui CBOE. Namun saat 
ini, banyak transaksi binary option dilakukan melalui pasar Over-the 
Counter a tau yang dikenal dengan OTC. OTC sendiri merupakan sebuah 
metode perdagangan dimana para peserta pasar melakukan pertukaran 
secara langsung atau secara real time. Pada umumnya, saat ini dilakukan 
melalui beberapa platform seperti Binomo, Quotex dan lain sebagainya. 
Semakin bertarnbah tahun, binary option mulai dikenal oleh masyarakat 
dunia. Pada bulan oktober 2016 terdapat 110.000 pencarian binary option 
di google selama kurang lebih satu bulan. Perjalanan perkembangan dari 
perdagangan opsi biner tentu tidak berjalan mulus karena komisi bursa 
efek (SEC) telah menekan kepada publik Amerika bahwa beberapa 
pertukaran opsi biner tidak terdaftar dan tidak diatur. Skema binary 
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option yang sangat spekulatif dapat dikatakan memiliki resiko yang 

sangat tinggi. Cara kerja binary option sebagai pengguna platform ha~s 
mempertaruhkan sebagian dari modalnya dengan memprediksi atau 
menebak harga aset seperti mata uan~ saham, komoditas yang mana. 
dalam jangka waktu tertentu akan bergerak naik dan turun (dalaf!l 

hitungan menit, jam, hari). Jika aset telah diperdagangkan dan kemuqian 
prediksinya benar maka akan mendapatkan keuntungan. Namun jika 
prediksi trader tersebut salah maka akan mengalami kerugian. Dengan 
kata lain, pemegang opsi diharuskan menebak arah pergerakan aset 
sampai pada saat durasi_ berakhir, apakah harga aset berada di atas atau 
di bawah harga saat memulai transaksi. Jika tebakan benar, pengguna 
akan mendapat untung, namun jika salah, maka modal yang digunakan 
akan hangus da~ pengguna akan rugi, winner take all (Ferrario, 2022, hal. 
4). 

Mekanisme binary option sebenamya sangat mudah dan sederhana 
untuk dilakukan, mis~lnya terdapat 14 calon pemegang options, mereka 
hanya perlu melakukan registrasi secara online pada web penyedia binary 
option dan selanjutnya memasukkan sejumlah deposit. Adapun jumlah 
deposit pada .· mastng-masing penyedia berbeda-beda dengan 
menggunakan mata uang US dollar. Dalam melakukan transaksi, 
pemegang opsi akan memilih index aset yang mendasari, seperti forex, 
indeks saham, hingga komoditas. Tahap selanjutnya pemegang opsi akan 
memasukkan modal yang akan dipertaruhkan pada durasi waktu 
tertentu. Jumlah minimal modal yang digunakan bergantung dengan 
asetnya, kemudian aplikasi binary option akan melakukan perhitungan 
potensi keuntungan yang Q.idapat dari transaksi terse but. 

2.3. Binary Option yang Menimbulkan Kerugian pada Korban 
(Comparative Approach) 

Di Negara lain salah satunya Amerika Serikat operasional binary 
option diawasi oleh Securities Exchange Commission (selanjutnya disingkat 
SEC). SEC merupakan Komisi Bursa Efek yakni suatu badan independen 
yang merniliki tanggung jawab utama untuk mengawasi pelaksanaan 
dari peraturan-peraturan dibidang perdagangan efek dan mengatur 
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pasar perdagangan pada bursa efek, memberikan·persetujuan atas binary 
option. Meskipun demikian, perjalanan binary option tidaklah r.nulust. 
Bahkan SEC memberikan peringatan kepada masyarakat Amerika 
Se~ikat, bahwa terdapat beberapa bursa binary option yang tidak terdaftar 
<:Ian teregulasi. Kewenangan yang d.iberikan oleh kongres All).erika 
Serikat kepada SEC mengizinkan SEC untuk melaksanakan penerapan 
hukum sipil terhadap perorangan maupun perusahaan yang antara lain 
melakukan kejahatan akuntansi, memberikan informasi tidak benar, 
terlibat dalam insider trading. Penipuan ataupun pelanggaran lainnya, 
SEC juga bekerjasama dangan penegak hukum lainnya di Amerika 
Serikat untuk penuntutan hukum dari perorangan maupun perusahaan 
yang melakukan kesalahan yang dikategorikan termasuk dalam 
kejahatan. 

Di Eropean Union (EU), binary option telah dilarang oleh The Europan 
Securities and Markets Authority (ESMA). Adapun alasan dari pelarangan 
ini adalah unh.tk melindungi investor retail dikarenakan terdapat 
permasalahan yaitu kompleksitas dan kurangnya transparasi terkait 
binary option. Dengan skema binan; option yang sangat spekulatif di antara 
pilihan harga naik a tau turun, maka dapat dikatakan bahwa binary option 
memiliki risiko yang sangat tinggi. Hal ini rnenuai perhatian dari otoritas 
keuangan di dunia untuk mengedukasi investor agar berhati-hati 
(Danastri Puspitasari, 2021). 

2.4. Fungsi Afiliator dalam kegiatan Binan; Option pada Platfonn 
Quotex 

Pada trading online binary option ada yang disebut dengan afiliator, 
yaitu sebutan bagi orang yang mempromosikan suatu produk kepada 
orang lain. Afiliator berasal dari kata affiliate, dalam kamus besar bahasa 
Indonesia, afiliasi berarti sebagai anggota cabang. Aliansi pada umumnya 
merupakan bentuk ke:rja sama untuk saling menguntungkan. Afiliasi 
adalah istilah untuk orang yang rnempromosikan produknya kepada 
orang lain. Seorang afiliator juga memiliki kekuatan untuk memengaruhi 
orang lain agar menggunakan produk yang dipromosikannya. Dalam hal 
ini afiliator binary option dapat dikatakan sebagai bagian dari strategi 
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marketing karena mempromosikan pada masyarakat luas. Umumnya 

seorang afiliator melakukan promosi dengan cara mendemonstrasikan 
keuntungan dari hasil trading untuk menarik target konsumennya. 
Dengan demikian, afiliator mampu menarik minat dari masyarakat 

untuk memainkari trading binary option tersebut. Melalui janji-janji dan 
dengan mempertontonkan keuntungan yang telah diraih oleh afiliator, · 

mernbuat banyak orang yang ingin rneraup keuntungan dengan cara 
bermain trading binary option tanpa dipelajari dahulu sebelurnnya (Fikri 
Fathurrachman, Dian Alan Setiawan, hal. 3) .. 

Afiliasi biner adalah skema dimana kelompok perorangan sebagai 
afiliasi dikenal sebagai "affiliator" memberikan kesempatan kepada orang 
lain untuk mempromosikan produknya,·. cara kerja afiliator adalah 
mengundang orang lain melalui tau tan internet untuk berinvestasi dalam 
mata uang atau investasi tertentu dengan menanamkan persepsi pada 
orang-orang bahwa mereka akan mendapatkan uang dan sekaligus 
keuntungan dari investasi merel)a'. Salah satu contoh binary option pada 

platform quotex maupun Binomo ialah menyediakan program afiliasi yang 
diberi nama mitra Bin. Sistem dari mitra Bin ini sendiri dimana para 
afiliasi akan mendapatkan pengetahuan terkait bagaimana sistem dan 
bagaimana mempromosikan platfonn quotex kepada masyatakat. Afiliasi 
akan mendapatkan hasil distribusi hingga mencapai 70% yang diperoleh 
melalui kode referensi atau setiap orang yang melakukan pendaftaran 
dengan menggunakan link miliknya. Afiliasi juga mendapatkan 
keuntungan sebanyak 5% dari setiap pendaftaran member baru. Platform 
quotex juga menggunakan sisem CPA (Cost Per Action} dan CPL (Cost Per 
Lead) (Ilham Maulana, 2022). 

Keuntungan sebagai afiliator pada platform quotex bisa didapatkan 
dengan cara revenue share model dan turn-over share model. Revenue 
share model adalah jika afiliator berhasil membuat beberapa orang untuk 
rnembuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang afiliator 
berikan (kode referal) dan kemudian mendepositkan uangnya untuk 
berrnain trading di quotex. Afiliator akan diberikan pembagian 
keuntungan dari keuntungan yang didapatkan quotex, yang besarnya 
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telah ditentukan oleh quotex apabila affiliator berhasil mengajak orang 

untuk membuat akun pada quotex. Quotex melalui link pendaftaran. 
yang afiliator berikan sebanyak 1 sampai 14 orang, maka afiliator akan 
mendapa_tkan keuntungan sebesar 50% dari keuntungan yang diterima 
quotex. Adapun cara turn-over share model adalah jika afiliator berhasil 
mengajak beberapa orang untuk membuat akun melalui link pendaftaran 
yang affiliator berikan, dan kemudian mendepositkan uangnya untuk 

bermain di platform quotex. Afiliator akan diberikan persentase 
keuntungan dari setiap akun orang tersebut ketika melakukan permainan 

di platfonn quotex dengan tidak terpengaruh dari menang atau kalahnya 
akun tersebut. Artinya keuntungan bersumber dari banyaknya orang 
yang membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang afiliator 
berikan dan melakukan kegiatan permainan. Perhitungan persentase 
keuntungan lebih besar jika afitiator bisa lebih banyak lagi mengajak 

• 
orang untuk membuat akun pada quotex melalui link pendaftaran yang 
afiliator berikan. Apabila berhasil mengajak 1 sampai dengan 14 orang 

. ~ 

untuk membuat akun pada quotex maka afiliator akan diberikan 
persentase keuntungan sebesar 2,0% dari setiap akun orang tersebut 
ketika melakukan trading di Quotex. Begitu juga hila afiliator berhasil 
mengajak lebih banyak orang untuk membuat akun dan melakukan 
trading di quotex maka afiliator akan mendapatkan persentase 
keuntungan yang semakin besar. 

2.5. Afiliator yang Memberikan lnformasi Tidak Benar 
Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana 

Perkembangan huku~ pidana saat ini tidak hanya berlaku untuk 

kep~ntingan masyarakat di dunia nyata saja, namun dengan 
perkembangan teknologi sekarang hukum pidana harus turut serta 
mengendalikan sikap dan perbuatan pengguna teknologi tersebut yaitu 
pengguna internet (Fikri Fathurrachman dan Dian Alan Setiawan, 2022, 
hal. 3). Menurut Chairul Huda, pada dasamya suatu tindak pidana ada 
karena berlakunya asas legalitas. Tindakan afiliator yang 
mempromosikan suatu produk ilegal dan bermuatan perjudian telah 
dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
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Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik. Banyak orang awam yang belum 

mengerti dan mengetahui tentang trading online binary option. Mereka: 

mengikuti trading tersebu t hanya untuk mendapatkan keuntungan, 

namun pada kenyataannya rnereka tidak diedukasi dengan baik oleh 

afiliator bagaimana cara bermain trading online binary option ini. Terdapat 

beberapa afiliator yang tidak mempunyai kemampuan dalam trading 
online binary option. Jika di ketahui bahwa afiliator memberikan arahan 
serta pengertian mengenaf mekanisme binary option, maka keterangan 

yang diberikan tidak dapat dikatakan pasti serta tidak benar dan tidak 
akurat. Yang lebih penting masyarakat belum memahami resiko apa saja 

yang akan didapat dari trading online binary option, sehingga banyak dari 
mereka yang menjadi korban penipuan melalui trading tersebut 

(Elizabeth Chen, 2022). 

Kasus Binary Option diputuskan melalui Pengadilan Tinggi 

Bandung dengan memperbera.t hukuman OS yang bekerja sebagai 
~ 

afiliator dalarn kasus investasi Binary Option Quotex, menjadi delapan 

tahun penjara dalam putusan banding. Pada proses penyidikan, 

kepolisian memasukkan binary option ke dalam tindak pi dana perjudian 

online dan menyebutnya sebagai trading ilegal. Hal ini diperkuat oleh 

pandapat beberapa pakar, di mana perbuatan dari orang yang 
rnempromosikan aplikasi tersebut telah memenuhi unsur Pasal27 ayat 2 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang­

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik yang melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat . . 

diaksesnya_ informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang 
rnemiliki rnuatan perjudian. 

Semen tara pad a Pasal45 ayat 2 .Undang-Undang Ten tang Informasi 
dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa seseorang yang 

rnempromosikan petjudian bisa diancam penjara maksimal 6 tahun. 
Secara khusus ditekankan bahwa kegiatan affiliator yang 

mempromosikan binary option telah memenuhi unsur-unsur yang ada 
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dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE. Dalam kata "setiap orang" atau "barang 

siapa" pada unsur pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang 
semestinya harus bertanggung jawab atas perbuatan pidana. Orang yang 
dimaksud dalam hal melakukan perbuatan pi dana tersebut adalah harus 

dinyatakan bersalah, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang 
terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf_ 
dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas· 
perbuatan terdakwa tersebut (Eddy O.S Hiariej 2014)." Dalam hal ini DS 
sebagai afilliator binary option memenuhi unsur setiap orang karena 
merupakan naturlijk person. Pada unsur kata "dengan sengaja", dalam 
rumusan tindak pidana, _" sengaja ditempatkan mendahului unsur 

perbuatan dan objek tindak pidana. Berdasarkan hubungan sengaja 
dengan unsur-unsur lainnya tersebut, maka sengaja disini harus 
diartikan bahwa afiliator menghendaki perbuatan menawarkan atau 
turut serta dalam kegiatan usaha' perjudian sesuai Pasal 303 KUHP jo 
Pasal27 ayat 2 UU ITE (Masruchin Ruba~~l, 2014). 

# 

Aset dan barang mewah milik DS dirampas negara karena terbukti 
melakukan Tindak Pidana Pencucian U an g. Majelis Pengadilan Tinggi 
berpendapat harta~harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang 
diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak 
pidana. Pada kasus DS ini, Dirtipideksus Bareskrim mengatakan, korban 
dijanjikan keuntungan sistem zero spread atau tidak adanya selisih antara 
harga jual dan harga beli komoditi. Korban mengetahui trading online 
melalui aplikasi media sosial Facebook, di mana ada sebuah mem-posting 

promosi Platform Quotex dengan janji yang menggiurkan, yakni tawaran 
trading komoditi dengan sistem zero spread. Korban lalu melakukan top-, 
up di. aplikasi terse but. Namun ternyata korban justru dikenakan spread 
yang tinggi, yakni mencapai 1,3 persen sehingga uangnya tidak kembali. 
Padahal aturan Jakarta Futures Exchange yang merupakan bursa berjangka 
komoditi resmi di Indonesia seharusnya nilai kewajaran selisih antara 
harga jual dan beli komoditi maksimal 0,5 persen. Otoritas }asa Keuangan 
(OJK) mengingatkan pada masyarakat untuk berhati-hati dengan 
maraknya penipuan dan perjudian binary option. OJK menegaskan tidak 
pernah mengeluarkan izin binary option. OJK juga tegas melarang Bank 
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memfasilitasi binary option yang patut diduga mengandung unsur-unsur 

penipuan, perjudian atau skema ponzi.Kementerian Perdagangan 
melalui Bappebti dan Kominfo telah memblokir permainan judi berkedok 

trading dan perdagangan berjangja komoditi ilegal. 

3. Kesimpulan 

Kegiatan afiliator yang memberikan informasi tidak benar dalam 
binary option pada platform quotex dapat dikualifikasikan sebagai tindak 
pidana karena kegiatan binary option tidak memiliki izin dari Bappebti 
Kernentrian Perdagangan RI da~ dari otoritas manapun di indonesia 

sehingga kegiatan tersebut dapat dikatakan ilegal. Binary option juga tidak 
ada kaitannya dengan perdagangan berjangka karena tidak termasuk 
dalam komoditi yang dapat diperdagangkan. Pada binary option tidak ada 
barang yang diperdagangkan maupun -~alam bentuk investasi, karena . 
tidak termasuk dalam opsi seperti yang terdapat dalarn UU Perdagangan 
berjangka. 

Binary option jika dikaitkan dengan unsur-unsur dalam pasal 303 

KUHP tentang perjudian telah memenuhi unsur dikarenakan yang 
sifatnya hanya spekulatif untung-untungan belaka dengan menebak 
suatu opsi antara naik dan turun. Terlebih lagi tidak adanya barang yang 
diperdagangkan. Hanya menebak jika tebakan benar akan mendapatkan 
sejumlah keuntungan namun sebaliknya jika tebakan itu salah maka dia 
akan kehilangan sejumlah uang. Kegiatan trading online binary option di 
Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan yang memiliki 

muatan perjudian di platfonn online yang diatur dalam Pasal 303 KUHP 

jo Pasal 27 ayat 2 UU ITE dimana afiliator binary option melakukan 
perbuatan yang bermuatan Perjudian. Terlebih Iagi apabila affiliator 
tersebut telah dengan sengaja melakukan kegiatan binary option dengan 
cara memberikan informasi yang tidak benar dalam kegiatannya. Maka 
perbuatan tersebut telah melanggar dan memenuhi unsur-unsur dalam 
Pasal 378 KUHP tentang penipuan, melalui sarana elektronik termasuk 

dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan 
menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Undang­
undang Transaksi Elektronik. Pelanggaran terhadap larangan 
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sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE akan dikenakan 

sanksi pidana sebagaimana Pasal45 ayat (1) UU ITE. 

Adapun uang hasil keuntungan dari trading online binary option 

tersebut adalah hasil dari tindak pidana penipuan dimana dengan 
menyebarkan berita bohong tersebut sehingga mendapatkan sejumlah 

uang. Perbuatan ini juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang 

Nomor Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pi dana Pencucian U ang, di mana perbuatan 

tersebut jelas mengakibatkan kerugian bagi banyak orang dikarenakan 

unsur atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan 

tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan 

sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh UU Pencucian Uang. 
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